et

I{{.‘s'

—+ PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

FERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jin.H. Agus Ballm - Palnan Talp, (0766] 22687

KEPUTUBAN NUPATI PESIAIR AELATAN

NOMOR 6707171 /AD/DPMPPTAP-PA/ IV 2021

TENTANGD
1ZIN OPERABIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
UPT SD NEGERI 03 PASAR AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA

Menimising

Mengingat

BUPATI PESISIR BELATAN,

bahwn dalam rangkn  memberikan kepastian hukum  kepada
penvelenggarnan  pendidikan formal  dan Informal - dilam
memberikan  lavanan  pendidikan  kepada  masyarakat  perlu
ditetapkan dengnn Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang lzin
Operasionnl  Penyelenggaman  Pendidikan formnl dan Infarmal
UIPT S13 Meger 03 Pasar Amping Parak Kecamatan Sulera

1. Undang = Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatern Tengah {Lembarmn Negarm Kepublik
Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958
(Lembaran Nagarn  Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor
1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Peradidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembarmn Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negam
Kepublik Indonesin Nomor 4437), schagnimana telah bebermpa
kali ditlanh ternkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perulmhan Kedua Atas Undang-Undang Momor
92 Tahun 2004 tentang Pemerintahon Dacmhb (Lembamn
Nepara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Neparn Republik Indonesia Nomor 484-4);

4. Peratumn Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembarmn Negame Republik Indonesia
Talian 2005 Nomar 41, Tambahan Lemboran Negnm Republik
indanesin Nomor 4490), scbaganimana telal dinbah dengan
Perpturan Pemerintali Nomor 32 Tohun 2003 tentang
Perubohian Alas Peraturan Pemerintnh Nomor 19 Tahuo 2005
wepitang Swidnr Nasional  Peodidikan (Lemibamn Megarn
Republile  Indonesia Tabun 20056 Nomor 71, Tambahan
Laembigaran Nepara Republik Indonesin Nomor 54 10);

5 Peraturin Pemeringah . Nomar 38 Tabun 207 fentang

Pembapumn  Umisan Pemerintah Daemb Provinsi,  dan

emselsn iy LrmBsdimnanidasnn B pwlome
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Nomor 90, Tambaha R Republik Indonesin Tahun 2008

‘ - Lembarnn Negarn Hepublik Indonesia
Nomor 486.3);
Pernturan  Pemerintal Nomor 17 Tohun 2010  tentang
]'l"'llﬁl'llllllllﬂ. tln I'I'll_!,.'[‘lr"m”"“" Persedieliles {lembinran
Negarn Republik Indonesia Talwn 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Hl"ﬂlll'ﬂ Kepublik  Idonesln Momor 5 1003},
sebagaimann  telali  dinbnh dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubwhan atas Peraturan
Pemerintnh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peogelolnan dan
Penvelengeaman  Pendidikan  (Lembaran Negnra Hepublik
Indonesin. Tahun 20010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5155);

- Perturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nastonal Pendidikan:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomar 24 Tahun 2007
tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;

Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudavaan Republik
Indonesin - Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian,Perubahan  dan  Penutupan  Satuan  Pendidikan
Dasar Menengah;

Pernturan  Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta
didik Baru padn taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar,
Sekolab Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain vang sederajal;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Pervepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buia Aksara;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 20016
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsl. Tata Kera dan Uratan Tugas Jabatan Struktural
Dinis Penanaman Modal dan Pelavanan Perizinan Terpadu
Satu Piotu;

Rt ussin Bupati Pesisir Selatan Nomor

O ZHGRITTS/BPT-PS/ 2017 tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur Pelavanan Perizinan dan Non Perisinar
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Perzinan
Terpadu Satu Pinte Kabupaten Pesisir Selntan;

. Peraturan Bupati Pesisic Selatan Nomor 7 Tahun 2017 lentang

Pendelepgasinon Wewennng Pelnvanan  Perwginan dan  Non
Perizinan Kepoda Dias  Peosoaman Miwlal dan Pelavivnan
Periziman Terpadu Satu Pintu Kabupeten Pesisir Selntan:

Surnl Mermohonan Kepala Sekolah UPT S0 Negeri 03 Pasar Amping

Parak, tnggal 18 Mnmt_ 2021 Perihal Permohonan Tzin Operasional
Fenvelenpgaran Peadilikan Formal dan Infoarinl,

Sutal Bekowrendiost Kepali Dinas Pendidikag
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KESATU

REDLUA

RETIGA

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Upetnsional Kepoda;

Mmma Lembagn UPT 5DN 03 PASAR AMPING PARAK

Jdenis Kepintan

Pt P Proses Dielojor Tingkat Sekolah Dasar (S0)
i

I"l"l'i‘l.'l"l‘llpu.r,lnz| © MAIDARNI, 5.Pd.5D

Jabatan : Kepaln Sckaolnh

Lavknsi Sekolah

Pasar Amping Parak Nagarl Amping Parak
Eecamatan  Sutern  Kabupaten  Pesisir
Helatan,

lzin  Operssionnl  Penvelengegaman  Pendidikan Formal  dan
Informnl  sebagnimann dimaksud  dalam  Diktum KESATU
berlaku selama  Proses Belajar Tingkat Sekolah Dasar,
sepanjang tidak mengalami perubahan sesuai dengan
ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Keputusan ini berlaku secjak tanggal ditetapkan dan ?P“Eﬁ
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapan ini, A
diperbaiki schagaimana mestinya.

Ditctapkan di ~ : Painan
Padatanggal  : 20 April 2021
- N e

ut.!l:ll'ﬂl: . SELATAN

# ra

Plt. KEP ! DFM PPTSF

T pm b vy teanpsban_hepada Yih: .
3. IaI;iLI._EEp.m kabpaten Pesisg Selntan di F_‘n.l.lul-n: :
2. hrpabs Lanas Peanlidilon Dan Kebudayaan Kab, Messel di Painan;

1. Arap



PUTUSAN
No. 2423 KIPDT/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkal kasasi felah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara

1. LUKMAN, Suku Jambak, bertempal tinggal di Nagan
Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupalen Pesisir
Selatan, adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum
keturunan niniek Sigea;

2. JAWANIS, Suku Jambak, bertempat tinggal di Nagari
Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir
Selatan, adalah selaku anggota kaum:

3. BAKHTIAR, Suku Jambak, adalah selaku anggota kaum;

4. ROS, Suku Jambak, a:!alah salaku anggota kaum, dalam
hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada JASRIL JACK
DT.PINTU LANGIK, SH. dan USPARDI, SH. Advokat,
berkantor di LAW OFFICE JASRIL JACK, SH. &
ASSOCIATES, beralamat di Jalan Selayo Km 3 Solok
Padang dan Jalan Raya Salido Painan Kecamatan [V Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Sural Kuasa
Khusus tanggal 25 November 2009,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pem-

banding;

melawan
1. BUPATI KEPALA DAERAH PEMERINTAHAN KABU-
PATEN PESISIR SELATAN COQ. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN CQ.
KEPALA SEKOLAH SD NO. 3 PASAR AMPING PARAK

NAGARI AMPING PARAK KABUPATEN PESISIR

SELATAN, |
2 WALl NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
Para Termohon Kasasi dahulu P
Terbanding:
pMahkamah Agung tersebut;




Membaca surat-surat yang bersangkutan,
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarand
para Pemohon Kasasi dahulu sebagal para Penggugat telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di mulka
persidangan  Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil
Objek Gugatan adalah sabagai berikut :

Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di Pasar Amping Parak
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuran Panjang % as M
dan Lebar + 22.5 M, di atasnya berdii 2 (dua) buah Gedung Bangunan Sekolah
Dasar (SD) Negeri No. 03 dimana yang satunya Bangunan Gedung Permanen
yang lama dan satunya lagi Bangunan Gedung Permanen yang baru dan 1
(satu) buah Rumah Dinas Sekolah dan 1 (satu) buah lagi Rumah Penjaga
Sekolah yang sudah rusak dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah PeParak an Sonsang Suku Jambak;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah PeParak an Saiba Suku Malayu,

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pekuburan kawan tanah ini juga:
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Provinsi Padang Sungai Penih;

dan selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa;

Bahwa adapun duduk perkaranya atau dasar hukum Surat Gugatan ini
adalah sebagai berkut :

1. Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum
keturunan Niniek Sigea dan Penggugat 2,34 adalah selaku anggofa kaum
dan hubungan antara Penggugal 1, 3, 4 adalah kakak beradik berdunsanak
ibu, seranji dan seketurunan, sepandam sepekuburan dan seharta pusaka,
sedangkan Penggugat 2 adalah ibu kandung dari Penggugal 3 dan
keempatnya adalah anak dan cucu dari Almarhumah Saunan;

2. Bahwa Penggugat mempunyai harta punﬁ;a tinggi berupa tanah yang
diwarisi dari Nmniek Sigea Almarhumah dan terakhir dikuasai oleh
Almarhumah Saunan yaitu fbu kandung dari Penggugat 2 dan Ayek dari
Penggugat 1, 3, 4 dimana dulunya di atas tanah tersebut terdapat beberapa
batang pohon kelapa dan sekarang telah berdiri bangunan gedung Sekolah
Dasar. bangunan rumah dinas, rumah penjaga sekolah dan harta tersebutiah
yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata sekarang ini:

3 Bahwa pada tahun 1974 tanpa semufakal kaum Penggugat-Ee
\anah objek perkara dialikan haknya oleh Ayek atau e
bemama Saunan kepada Tergugat |l dengan cara Amersbi
Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1 Juli 1974 antary Saum




ihak
Pihak Pertama dan Pemarintahan Nagarl Amping Parak oIk o
Kedua;
Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertang
tersebut banyak sokali terdapat kejanggalan atau cacat hukumnya dan tidak
sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau atau Hukum Adat yang
berlaku di Nagari Amping Parak, dimann Saunan dalam menjual tanah objek
perkara tanpa diketahui sora disetujul atau disepakati olah seluruh anggota
kaum dan juga tidak diketahul serta disetujul oleh Mamak Kepala Waris,
sementara Abu Jinis bukanlah Mamak Kepala Warls dalam kaum Penggugal
dan yang jadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugal pada waktu ifu
adalah Kadir, kemudian dalam Sural Keterangan Jual Beli tersebut yang
bertindak selaku Pembeli atau Pihak Kedua yailu Pemerintahan Magari
Amping Parak tidak ada berandatangan dan Wali Magari Amping Parak
hanyalah mengetahuinya saja;
Bahwa menurut Hukum Adal Minangkabau atau Hukum Adat yang berlaku di
Magari Amping Parak , jika harta pusaka tinggl kaum ingin dijual atau
dialihkan haknya kepada orang atau phak lain maka harusiah ada
persetujuan kaum;, s
Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tgl 2 September
1972 No. 407 K/Sip/1972 menyebutkan “Seorang Kemenakan atau Anggola
Kaum tidak berhak melakukan suatu fransaksi atas tanah Pusaka Kaum
tanpa persetujuan Mamak Kepala Warie™ dan,
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Tgl 26 Februari 1876 No. 545
K/Sip/1971 menyebutkan "Jual beli atas Pusako Tinggi tidak dibanarkan
menurut adal tanpa persetujuan Anggota Kaum™,
Bahwa perbuatan Ayek atau lbu Penggugat bermama Saunan Almarhumah
menjual tanah objek perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum
Penggugal tanpa kesepakalan dan persefujuan kaum Penggugatl dan
Penggugat sendii merupakan orang Yyang berhak adalah sangatl
bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau serta Hukum Adat yang
berlaku di Nagari Amping Parak dan dapal dikualifisir sebagai perbuatan
melawan hukum (Onrechtmatige Daad), _
 Bahwa setelah tanah objek perkara tersebut dilepaskan haknya cleh Ayek

qal 1 Juli 1974

mendirikan bangunan gedung Sekolah Dasar (SD), ke udian patis
1976 didirikanlah bangunan semi permanen, kemudian ¢ atie ;




ng
barutah diganti dengan bangunan permanen, sedangkan bangunan ya

baru dibangun pada bulan Oktober 2009;
Bahwa perbuatan dari Tergugal Il menyerahkan tanah objek perkara
Tergugat | yang bukan haknya tanpa seizin dari F'IEIH"'[:'IQLl*EIm'F:'E""Q'E""'i'g'ﬂt
merupakan orang yang berhok dapal dikualifikasi sebagai Perbuatan
Melawan Hukum {Onrechtmatige Daad),

Pada waktu Tergugat | membangun gedung yang baru yaitu pada bulan
Oktober 2009, Fenggugat mendatangi Tergugal | untuk menanyakan bahwa
tanah objek perkara adalah milik kaum Penggugat, namun Tergugat | tidak
mengindahkannya, kemudian disekitar bangunan yang baru tersebut
Penggugat pagar, lalu Penggugat dipanggil oleh Polsek Kecamatan Sutera
dan dari Polsek tersebutiah Penggugat mendapatkan Surat Keterangan Jual

Beli tertanggal 1 Juli 1874 tersebut;

Kemudian perbuatan dari Tergugal | untuk mendirikan gedung bangunan

Sekolah Dasar (SD) No. 03 di atas lanah objek perkara serta menguasai

tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat orang yang berhak dapat

dikatakan Tergugat | menguasai tanah objek perkara lanpa titel hak menurut

hukum dan dapat dikualifikasi sebagali Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechtmatige Daad);

. Bahwa Penggugat dari dahulu sudah sering mendatangl Tergugat Il wntuk

minta penyelesaian tanah objek sengketa namun Tergugat Il selalu
mengelak dan berkilah dan bahkan Tergugat || sering menakut-nakuti kaum
Penggugat dengan kata-kata jika Penggugat menghalangi pembangunan
Sekolah Dasar di atas tanah objek perkara sekarang maka Penggugat dicap
sebagai orang yang terlibat (PKI) dan bahkan Penggugat juga mendatangl
Tergugat | mohon juga untuk penyelesaian secara kekeluargaan, namun
juga tidak mendapat tanggapan yang baik oleh Tergugat | dan bahkan dalam
tahun 2009 ini juga Tergugat | tetap membuat bangunan baru di atas tanah
objek sengketa tersebut;
_ Bahwa tanah objek perkara tersebut- mempunyai nilai ekonomis yaitu terletak
dipinggir jalan Raya Padang Sungai Penuh dan dekat dengan Pasar .H“ﬂ“ﬁ
Amping Parak dan Tergugat | menguasai tanah objek perkara fanp "
seiak tahun 1676 sampai sekarang lelah berlangsung selam 33 tahun dan
calama itu pula Penggugat dirugikan oleh para Tergugat, TER
 Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat ini dapal 63

£

a sejak tanah objek perkara disaﬁlﬂtﬁi

kepada

periode :
. Periode pertam
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Sampai tahun 1976 dan periode ini yang nenanggmﬂﬂb membayar
ganti kerugian adalah Tergugat Il

Periode kedua sejak tanah objek sengketa diserahkan oleh Tergugat L
Kepada Tergugat | yaitu sejak tahun 1976 sampal sekarang dan pada

perode ini yang berdanggungjawab untuk membayar ganti kerugian
adalah Tergugat |

8 B i ;
ahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai pemilik tanah objek
sengkela jika Penggugal sewakan dapal dikalkulasikan kerugian materil
Penggugat adalah sebagai berikut

5 -l‘-'..\.“'

Bahwa selain dari kerugian materil pada butir 8 di atas, T?gl.igat‘
berta awab alas kerugian moril =

Tergugat Il juga nggung fug :??

Kerugian Penggugal sejak 1a \ i
Penggugat sewakan tﬂna]h m;.;:u :g.-;:, :::::“ l:nun 19.?3 =
imana biasanya
SE\Wa per tahunnya yaitu sebanyak 2 (dua) Emas, jadi telah berlangsung
selama 2 tahun = 2 tahun X 2 Emas = 4 Emas:
Kerugian periode ini merupakan tanggung jawab dari Tergugat Il untuk
membayamya;
Kerugian Penggugat sejak tahun 1976 sampal tahun 1980 jika
Penggugat sewakan tanah objek sengketa tersebut dimana sewa per
tahunnya adalah Rp.7.500,.- jadi telah berlangsung selama 4 tahun = 4
tahun X Rp.7.500,- = Rp.30.000,-:
Kerugian Penggugat sejak tahun 1980 sampai tahun 1899 jika
Penggugat sewakan tanah objek sengketa tersebut dimana sewa
pertahunnya adalah Rp.500.000.- jadi telah berlangsung selama 19
tahun = 18 tahun X Rp.500.000- = Rp. 8.500.000,-;
Kerugian Penggugal sejak tahun 1999 sampai tahun 2009 jika
Penggugal sewakan Tanah Objek Sengkela dimana sewa periahunnya
adalah Rp.1.000.000- jadi telah berlangsung selama 10 tahun = 10
tahun X Rp.1.000,000,- = Rp. 10.000.000,-
Maka total kerugian Penggugat atas sewa Tanah Objek Perkara periode
ini merupakan tanggung jawab dari Tergugat | sejak tahun 1976 sampai
tahun 2009 secara keseluruhannya adalah = Rp.30.000- +
Rp.9.500.000,- + Rp.10.000.000,- = Rp. 19.530.000,- (sembilan belas
juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian ini akan terus
bertambah sampai Tergugat | belum mmrmanw&; 5

Penggugat,




Fenggugat akibat dari -

- Rusaknya nama baik kaum Penggugal ditengah
dimana masyarakal mengatakan kaum Penggugat ok 818
melawan Pemerintah dan juga kaum Penggugat juga dicap sboe
orang yang terlibat;

- Diberhentikannya Penggugal 1 sebagal Kepala Kampung oleh PJS Wall
Nagari tanpa alasan yang jelns:

Bahwa kerugian moril ini sangal sulit untuk diperincikan, tetapi tidak
kurang dari Rp.500.000.000,- (lma ratus juta rupiah);
10.Bahwa Penggugat-Penggugat khawalic tanah objek perkara akan
diserlifikatkan oleh Tergugat-Tergugat atas namanya, sehingganya
mengakibatkan hilang lenyapnya hak Penggugat, maka kiranya Pengadilan
Negeri Painan menaruh sita tahan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek
sengketa;
11.Bahwa Penggugat dari dahuly sering mendatangl Tergugat Il untuk minta
penyelesaian tanah objek sengketa namun Tergugat Il selalu mengelak dan
bahkan sampai saat inl Penggugat juga ingin menyalesaikannya secara
kekeluargaan dan pamah dalam tahun 2009 ini diadakan pertemuan antara

Penggugat dengan para Tergugat serta ditambah dari pihak Kepalisian dan

Tokoh Masyarakat, namun tidak menemui kesepakatan dan para Tergugat

hanya memberikan jawaban secara diplomasi dan tidak akan ada

realisasinya dan bahkan para Tergugat menyarankan untuk diselesaikan
metalui jalur pengadilan, maka dari itulah Penggugat mengajukan perkara ini
ke Pengadilan Negeri Painan ini;
Bahwa akibat dari Penggugat selalu I'J'IIEITI'I:l'ES-BH para Tergugat untuk
menyelesaikan permasalahan tanah objek perkara ini, maka Tergugat Il
telah bertindak secara olorter yaitu dengan memberhentikan Penggugat 1
dari jabatan sebagai Kepala Kampung tanpa alasan yang jelas;
12.Bahwa gugatan inl Penggugat-Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang
kuat dan sah maka adalah adil dan patut kalau keputusan dalam perkara ini
dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat-Tergugat banding,
kasasi maupun verzet;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebul di alas para Penggugal mohon
kepada Pengadilan Negeri Painan agur teriebih dahulu mlutak'l:an ;.J.ta nminan

-tengah masyarakal
n bisa

sebagai berikut :




_. ::it‘;::ﬁ;galan Penggugat untuk seluruhnya;

s s da::: hukum Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris

F'IE!mualn].-a o m:m::gi’lt 2, 3, 4 adalah selsku anggota kaum dan

anek dan cucu dag g nji sekelurunan, sekaum dan seharta pusaka serta
arhumah Saunan;

’ ::::a::::: sah secara huh:urril. lnn.uh objek sengketa adalah Pusaka Tinggi

gugat yang diwarisi dari Niniek Sigea dan terakhir dikuasal aleh
Ayek atau Ibu Saunan Almarhumah;

4. Menyatakan secara hukum perbuatan dari Niniek serta |bu Penggugat-
Penagugat bermama Almarhumah Saunan menjual tanah objek perkara
kepada Tergugat I tanpa persetujuan atau kesepakatan kaum Penggugat-
Penggugat dan Penggugat sendiri merupakan orang yang berhak adalah
sangat bertentangan dengan Hukum Adal Minangkabau atau Hukum Adat
yang berlaku di Nagari Amping Parak dapal dikualifikasi sebagai Perbuatan
Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Jual Beli Tanah Objek Perkara
tertanggal 1 Juli 1874 antara Ayek atau Ibu Penggugat bermama Saunan
Almarhumah dangan Tergugat |l adalah cacat hukum dan fidak mempunyai
kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan;

6 Menyatakan secara hukum perbuatan dari Tergugat || menyerahkan tanah

objek pekara kepada Tergugat | lanpa seizin dari Penggugat menpakan

orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrechimaige

Daad);
Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat | menguasai tanah objek

perkara sefna mendirikan bangunan di atasnya tanpa seizin daril Penggugat-
Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad),
8. Menghukum Tergugat | untuk membayar ganti rugi ma@ﬂ atas sewa tanah
kepada para Penggugal semenjak lahun 1976 sampai sahm'mg subu:ar
Rp.19.530.000.- dan jumniah ini akan terus bartambah sampai putusan dalam

yai kekuatan hukum tetap,

membayar ganti rugi ma
tahun 1974 sampai tahun 1076 sebesar 4

perkara ini mempun
5. Menghukum Tergugat Il wnituk
kepada para Penggugat semenjak

N I baik sendiri-sendiri_maupun

| dan Tergugat 0
_Menghukum Tergugat s
N ; sama secara langgung renteng membayar kerugian mo

barsama- . o
Penggugal sebesar Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah), 5 E
secara hukum sah dan berharga sita ’gahgnl m,&t

.{.=1_ !
Hal. 7 dari 18 hal, Put m.—:jﬁ%n

teril atas sewa tanah

11.Menyatakan




vesiang) vang diletakhan atas tanah objek sengketa;
::i‘:::‘::;ﬁ:fiin:ﬁl untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam
ebas dan hak miliknya dan atau hak millk crang lain
vang diperdapat danpadanyn, satelah kosong menyerahkannya kepada
) Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polis! (alat negara lainnya),
13 hf&ﬂghuk-.m Terguant-Tergugal secara tanggung renteng membayar semua
biava yang timbul dalam perkar ini;

14 Menvatakan putusan dalam perkara inl dapal dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada banding, knsasi maupun verzet (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
Jka Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex asquo

el bono):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebul Tergugat | dan ||

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kapasitas Penggugat (legal standi yudicia) : .
Bahwa dalam naskah gugatannya, Penggugat No. 1 Lukman (Lk), umur 55
whun, suku Jambak, pekerjaan tani, telah secara tegas menyatakan dirinya
bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum. Hal ini tidak benar sama
sekali sebab vang berkualitas sebagal Mamak Kepala Waris dalam kaum
Penggugat adalah Sdr. Ros (&), umur 67 tahun, suku Jambak, pekerjaan
nelayan (Penggugat No. 4), karena dialah laki-laki tertua dalam kaum
Penggugat. Tidak ada alasan menunst hukum untuk dialinkannya Mamak
Kepala Waris dalam kaum Penggugat kepada Penggugal No.1 (Lukman)
karena secara faktual sampai saat ini Sdr. Ros (Penggugat No.4) sehal
jasmani dan rohani, cukup pintar dan mampu untuk melakukan perbuatan
hukum;
Menunit hukum adat Minangkabau yang berlaku di nagari Penggugat dan
Tergugat Mamak Kepala Waris dalam kaum itu tumbuh dengan sendirinya
yaitu laki-laki tertua dalam kaum, dan tidak berdasarkan penunjukan atau
pengangkatan oleh anggota-anggata kaum,
Oileh karena objek sengketa dalam perkara a quo didalilkan oleh Penggugat
sebagal pusaka tinggi kaum, menurut hukum adat yang berhak menggugat
adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, sementara Penggugat No.1
(Lukman) cacat hukum dan tidak berkualitas sebagai Mamak Kepala Waris
dalam kaumnya, maka sudah seharusnyalah gugatan Penggugat dinyatakan

“tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard); _,f gE 3

2. Gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak (Plurium Liﬂ:n:




Ba
ba::: yi:?:;:i:mm Penggugat telah secara legas dinyatakan
abiek perkara oieh o N cleh Penggugat adalah masalah penjualan tanah
marhumah Saunan, anggata kaum Penggugal kepada
Tergugat-| (Pemerintal Nagar _
kecual hanya dise agan Amping Parak) tanpa kesepakatan kaum,
e Wui oleh I"'fm'ﬂ-ﬂl-l Kepala Waris dalam jurai-jurai kaum
R — el dan Abu Jini, Maka Abu Jinl dan lsmael secara
tkut digugat datam perkara ini;
Dengan tidak ikut digugatnya Abu Jini dan lsmael dalam parkara inl, terbik
gugatan Penggugat kekurangan subjek;
Begitu pula halnya dengan Jawanis (Pr) Penggugat MNa.2, yang
bersangkutan adalah anak kandung dari Saunan, meskipun tidak ut
bertandatangan dalam sural keterangan jual beli tanah objek perkara
teftanggal 1 Juli 1974, tetapi sebagai anak kandung/ahli waris Saunan
diyakini ikut menikmati uang hasil penjualan tanah objek perkara, karena
secara faktual pada saat jual bell tanah objek perkara tersebut Saunan
tinggal bersama Jawanis dan Jawanisliah yang merawat dan membiayai
kehidupan Saunan sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Oleh
karena iy secara hukum Jawanis selaku anak kandunglahli waris dari
almarhumah Saunan harus ikut digugat dalam perkara ini, dan bukan dalam
kapasitas sebagai Penggugat. Dengan tidak ikut digugatnya Jawanis dalam
perkara ini terbukti Penggugat tidak tepat dalam menetaphkan subjek

gugatan;
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnyalah gugatan

i ' diterima (NO);
Penggugat dinyatakan tidak dapal . _
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Megeri Panan telah
mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/Pdt G/2008/PN.Pin,, tanggal 29

September 2010 yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPS!: .
. Menolak Eksepsi Targug-&taTergugal;

OALAM POKOK PERKARA

tuk seluruhnya;
an PungguuﬂiﬂF‘Eﬂﬂgﬂﬂﬂl un .
§ WamsNe Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

jus enam puluh gaty ribu ruptah);
kat banding atas pe

2. Menghukum Penggugat:

Rp.961.000- (sembilan 13 .
pahwa dalam 1ing

"y ME

i tﬂ 1 1 L = p' riid
“E"':m“:n pengadian Neger tersebut telah dikuatkan "hh;} N :
at naaal 17 Febis
Tinggi Padang _-L e
2011; 4




Menimbang, iy,
parn F'annﬂugnm,m .
terhadapnys

,,nm:;::'l"" Puliman faeakbie inf diberitatukan kepada
oleh pamm pian "I padn tanggal 15 Mot 2011 kemudian
berdasarkan uumim"“nu'mm Pambanding  dengan perantaman
diajukan  permanhongy, kn kuata khusus tanggal 26 Mevembar 2000
sebagnimang ey S mecm lisan pada tanggal 20 Moret 2011

fyota dari akin parmohonan ksl Ma, GAPN Kasasl2011
yang dibuat oleh Panii

::QETHE::‘:;:HH memunl rdasan-nlaaan yang diterima di Kapaniterasn

abut pada tanggal 6 April 2011,

Batwa seteloh ity oleh patn Tergugabipara Terbanding yang pada
tanggal 4 Mel 2011 talnh diberitaliy tentang memori kasasl dad para
Penggugatipara Pembanding dinfukan |awaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Neger! Painan pada tanggal 26 Mel 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beseria alasan-alasannya
lelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waklu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena ilu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima |

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon
Kasasifpara Penggugat dalam memori kasasinya lersebut pada pokoknya
lalah :

1, Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menarapkan
hukum dalam putusannya lentang paﬂhnblangan hukumnya mengatakan
“Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dan pulusan
Pengadilan Negeri Painan sudah tepat dan benar dengan perimbangan
hukum Pengadilan Tinggi bahwa objek perkara yang dijual oleh Saunan (ibu
para Penggugat) adalah berupa tanah yang diperoleh dari ibunya bernama
Sigea, dengan demikian tanah objek perkara yang dijual IE‘:aLman pada
Tergugal || merupakan harta pusaka rendah Saunan sendir, maka oleh
sebab itu putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 September 2010

PIN, harus dikuatkan®, -
:hinﬂp:ﬂj:::::u Pengadian Tinggl Padang fersebut telah salah dan
. cekall dimana Pengadilan Tinggi Padang mengatakan bahwa
sangat keliru
\ah bu dari para Penggugat, sementara faktanya Saunan adalah

Saunan ada e "
|hudgnpamgugatzdan Nenek dari Penggugat 1, 3. & FROSAE

hwa Pengadilan Tinggl Padang dalam memuius mm;mﬁa‘gﬁq;
. pertimbangkan Memori Banding dari para Pmmugaw an
mem

tidak ada memeriksa kemball Berkas Perkara yang d

n‘m' in hai
: R‘LH .
Hal, 10 darl 18 hal. Pul. No.

kunsamyn,

juga



Banding, “Nﬂgganw B
mulﬂﬂﬂhﬂ-ﬂ hLlhlm dﬂlﬂm m
. Bﬂhm SH'EUEI

gadilan Tinggl Padang fkut  salah  dalnm

embaorikan putusan;

Pembanding, hTh"f:“Fwng lelah dituangkan dalam Memorl Banding oleh
engadilan Noger Painan yang mengadil parkara

a quo telah aaly
hdan keliry dalam memberikan putisannya yang salah satu

:I:ﬁ:r?:mn;:n::::: -Miﬁmmt Eknopsi i’nmnﬂnl-annunnl. ke dian
Penggugat untuk 3nlun.||'lrﬁp:'l:‘ i i o
Jika Majelis Hakim menoink Eksepsi dari Tergugat yang menyangkut
Kapasitas Penggugal 1 sebagal Mamak Kepala Waris dalam Kaum
Penggugal, maka secara hukum tentulah Majelis Hakim dalam Putusannya
mengabulkan Gugatan Penggugat seknitan dongan Mamak Kepala Waris
dalam Kaum Penggugal yaitu Penggugal 1, akan tetapi kenyataannya
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama membarikan Putusan yaitu
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kemudian Putusan
Pengadilan Tingkat Pertama fersebut dikuatkan pula oleh Pengadian
Tingkat Banding, sehingganya secara hukum Pengadilan Tingkat Banding
yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tingka Pertama sudah jelas-
jelas salah dalam menerapkan hukum;

_ Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah
hukum dalam pertimbangannya menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama, dimana Pengadilan Neger Painan yang mengadili perkara a quo
telah satah dan keliru dalam memberikan putusannya Tentang Pertimbangan
kara pada halaman 32 Putusan yang

salah dan keliru dalam menerapkan

Hukumnya Dalam Pokok Pe

mengatakan .
“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau

yang dimaksudkan dengan harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang
diterimaldiperaleh secara turun-temurun lebih dari 3 (iga) generasi ke atas”;
Bahwa lidak ada ketentuan menurut sepanjang Adat Minangkabau yang
dimaksud dengan Harta Pusaka Tinggi adalah Harta

menyatakan yang
h secara turun-temurun lebih dari 3 (tiga)

Pusaka yang diterima atau diperole

generasi kealas,
gan Majelis Hakim Pangaditan Neger Painan lersebut

tidak berdasar dan hanyalah perimbangan yang
e | s

Bahwa perimban
yang memihak kepada Tm‘guﬁaﬂ {m

adalah pertimbangan yang
idasarkan kepada emosiond! e %
| saat sekarang belum ada{parpdap};_t E

Termohon Kasasi, karend samee el e
kabau atau pendapat Minik Humﬁ a!’m@aﬂd pa!I

Pakar Hukum Adat Minang _ : \
NS
.\\\ q‘mﬁfmn

Hal. 11 dorl 10 hal Pul. No. 2423




. fan Adat Magari atay

Minangkabay Pendapat Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam

Provinsi atay :::mﬂe;:fz:t :Eﬂm“m"- s
bahwa yang dimaksud denga ?4 g Eng ?m P IR
ing dH’EI‘ima,l'dipEmH‘ H"f“ n Harla Pusaka Tingai amlﬂah Harta Pusaka
A lurun-temurun lshib dari 3 (tiga) genaras:
keatas,
Bahwa Pengadilan  Tinggl Padang telah salah dan  kelfiru  dalam
pertimbangan hukumnya menguatkan Pulusan Pengadilan Megeri Painan,
dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara a quo telah
salah dan keliru dalam memberikan putusannya Tentang Perlimbangan
Hukumnya Dalam Pokok Perkara pada halaman 33 alinea ka 3 Putusan
yang mengatakan
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata cbjek
perkara awalnya dikuasai oleh Sigea dan kemudian diwarisi oleh anaknya
yang bernama Saunan, sehingga Majelis berpendapat bahwa objek perkara
bukanlah pusaka tinggi Saunan karena objek perkara oleh Saunan berasal
dari 1 (satu) generasi di atasnya”,
Bahwa pertimbangan Majefis Hakim tersebut di atas adalah pertimbangan
tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan
dimana Majelis dalam pertimbangannya mengatakan Tanah Objek Perkara
bukaniah Pusaka Tinggl bagi Saunan dengan alasan Objek Perkara oleh
Saunan berasal dari 1 (satu) generasi di atasnya yang berasal dari lbunya
bemama Sigea, jika Tanah Objek Perkara bukanlah Pusaka Tinggi bagi
Saunan, lalu Harta bagaimana bagl Saunan apakah Hara Pusaka
Rendahnya tenlu jelas dibunyikan dalam pertimbangan Majels Hakim
tersebut; .
Bahwa jika Tanah Objek Perkara merupakan Pusaka Rendah bagi Saunan

apat dari lbunya bernama Sigea, maka Majelis Hakim harus pula

yang diperd
Perkara, apakah

menjelaskan dari mana Sigea memperoleh Tanah Objek

diperoleh Sigea dari Cancang Latiahnya atau dibelinya kepada Orang lain

atau dapat hibah;

Bahwa selama dipersidangan tidak ada satu alat bukti yang menerangkan

atau menjelaskan bahwa Tanah Objek Perkara merupakan Cancang Latiah

dari Sigea, akan tetapi yang terbukti adalah berdasarkan mmnginsaim
Batuah, Saksi llyas, Saksi Asril Jamal, Saksi

Abdul Rahman Dt. Sampono o
Sudin Gelar Dt. Rajo Bagampo, Saks! Jasmaini menerangkan 1; anah'QbjEk
) B e
Perkara adalah Pusaka Tingai bagi Saunan, _ ).". M ;
i—aﬁ,}! :;;:r:

Hal 12 dari 15 hal Put, Mo, 2427 KPOTR2011



Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Femaohon Kasasi berharap kepada Majelis Hakim Agung untuk dapat kiranya
benar-benar memeriksa Perkara ini dengan didasarkan kepada fakta-fakta
hukum yang terungkap dipersidangan dan bukanlah didasarkan kehendak
dari Majelis Hakim Tingkal Partama:

Bahwa berdasarkan fakia-fakia hukum yang terungkap dipersidangan yang
didasarkan keterangan saksl Penggugat/Pembanding/Pemohon  Kasasi
yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Dt Sampono Batuah
yaitu selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Amping Parak sejak tahun 1983
sampai sekarang dan Saksi sebelum fahun 1970-an sampai tahun 1970
pemah juga jadi Wali Nagar Amping Parak yang sangal mengetahui
masalah Adat Minangkabau serta Adat Minang yang berlaku di Nagari
Amping Parak dipersidangan dibawah sumpah menerangkan, Bahwa saksi
tahu betul dengan Tanah Objek Perkara dikarenakan Bapak Saksi yang
bermama Rapa adalah anak dari Sigea;

Bahwa saksi Abdul Rahman 1. Sampono Batuah adalah sebagai Ketua
Kerapatan Adal Nagari Amping Parak sefak tahun 1983 sampal sekarang
dan sebelum tahun 1870-an sampai tahun 1970 pemah juga jadi Wall
Nagari Amping Parak, maka sangatiah pantas saksi mengetahui bahwa
Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi dari Saunan (Kaum Peng-
qugat),

Bahwa berdasarkan kelerangan saksi Abdul Rahman Dt. Sampono Batuah,
bahwa Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagi Sigea dan Sigea pernah
tinggal di atas Tanah Objek Perkara dan ketika Saksi bertemu dengan Sigea
tahun 1836 di atas Tanah Objek Perkara sudah ada juga Pohon Kelapa yang
sudah tinggi-tinggi;

Bahwa saksi Abdul Rahman Dt Sampeno Batuah juga menerangkan
disekitar Tanah Objek Perkara fidak ada Pusaka Rendah yang diperdapal
dari cancang latiah dan semuanya adalah Pusaka Tinggi dan Tanah Objek
Perkara serta Tanah disekitar Objek Perkara sebelum Nagari Amping Parak
ada, Tanah Objek Perkara juga telah ada;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi llyas dipersidangan dibawah sumpah

juga menerangkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi
Y ""-;:-1': Hr_h}'%j},

:Illf -
I

Saunarn,




S::::hb::::mm keterangan saksi Asrl Jamal dipersidangan dibawah
angkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi
bagi Saunan;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudin Gelar DL Rajo Bagampo yaitu
Penghulu atau Daluak Suku Jambak (Datuak Penggugal) dipersidangan
dibawah sumpah menatangkan balwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka
Tinggl bagi Saunan;
Bahwa berdasnrkan keterangan saksi Jasmaini dipersidangan dibawah
sumpah menerangkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi
bagi Saunan, dan saksi mengetahuinya dapat cerita dari Ibu saksi dan saksi
tingaal dan punya Tanah dekat dengan Tanah Objek Perkara yaitu batasnya
hanya jalan Raya dan status fanah saksi sama dengan status Tanah Objek
Perkara ynitu sama-sama Tanah Pusaka Tinggl Kaum dan saksl dengan
Penggugat/Pembanding sama-sama Suku Jambak;
Bahwa berdasarkan Surat Bukti P/3 dan T/1 yang berupa Surat keterangan
Jual Beli Nomor : 01/AP/1974 tertanggal 1 Juli 1974 antara Saunan selaku
Pihak Pertama (ke |) dan Pemerintahan Nagari Amping Parak selaku Pihak
Kedua (ke II) dan diketahui cleh Wali Nagari Amping Parak , Kerapatan Adat
Nagari Amping Parak dan juga disetujulidiapitkan cleh Mamak Kepala Wars
dari Saunan;
Bahwa berdasarkan Surat Bukti P/3 dan T/1 tersebut di atas jelaslah Tanah
Obiek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagl Saunan atau Kaum Penggugat-
Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikarenakan dalam Surat Kete-
rangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974 tersebut ditandatangani oleh Mamak
Kepala Waris dalam Kaum Saunan, fika Tanah Objek Perkara adalah
Kepunyaan Ibu Bapak Saunan yang merupakan cancang latiah dan by
Bapak Saunan atau Pusaka Rendah bagi Saunan, maka ketika Saunan
menjual Tanah Objek Perkara tersebut kepada Pemerintahan Nagari Amping
Parak tidak perlu diketahul atau diapitkan oleh Mamak Kepala Waris dari
Saunan dan cukup disetujui atau diketahui oleh ahli waris dari Saunan,
sabab menurut sepanjang Adat Minang yang beraku di Magari Amping
Parak [ika berbicara Mamak Kepala Waris berari berbicara masalah Kaum
berarti berkaitan eral dengan Harta Pusaka Tinggi:
Bahwa jika Tanah Objek Perkara merupakan atau dil:lerdapal gjah
dari Cancang Latiah Orang Tua dari Saunan, maka dalam Eurm“ Storar naan
Jual Beli menurut kebiasaan dicantumkan bahwa Tanah ﬂh!ﬂﬂ}é

kepunyaan [bu Bapak Saunan yang diperdapatnya darn Lange
I{:‘ 1, Y
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B o —————
Tergugat/Terbandin ut. kemudian dihubungkan dengan Jawaban dari
9 yang mengatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah
ik dari Saunan yang diwarisi dari kedua orang tuanya yang berasal dari
Tarukoan atay Cancang Laltiah kedua arang luanya bermama Sigea;
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksl dar Tergugat/Terbanding,
dimana tidak ada satu saksipun yang dapat menjelaskan bahwa Tanah
Objek Perkara adalah Tarukoan atau Cancang Latiah dari ibu Bapak Saunan
bernama Sigea, dan bahkan saksi Tergugat hanya menerangkan Tanah
Objek Perkara adalah milik Saunan yang berasal dari Sigea, tetapi tanah
bagaimana bagi Sigea tidak ada saksi Tergugat yang bisa menjelaskannya;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Surat Bukli dari Penggugat
tersebul, maka secara hukum Penggugat/Pembanding/Pemachon Kasasi
sudah dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa Tanah
Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi Saunan atau Kaum Penggugat yang
diwarisi dari Sigea; ;
Bahwa Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara a quo telah salah
dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 33
alinea ke 4 menyatakan, "Menimbang, bahwa terhadap jual beli yang
dilakukan oleh Saunan dengan Tergugat Il Majelis berpendapat bahwa oleh
karena objek perkara bukan pusaka tinggi Saunan maka adalah hak Saunan
secara penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas haria yang diwarisi
dari orang luanya sepanjang orang fuanya sebagal pewaris tidak
menentukan lain, termasuk untuk melakukan perbuatan jual beli, Saunan
fidak terikat dengan ketentuan jual beli terhadap pusaka linggi yang
mengharuskan adanya kesepakatan seluruh anggota kaum, dan Saunan
secara hukum fidak pula diharuskan untuk meminta persetujuan kepada
anak-anaknya karena anak-anak Saunan tdak berkedudukan yang sama
dengan Saunan sebagal ahli waris dan Sigea, hal ini sesual dengan sifat
pewarisan bahwa yang hidup menggantikan yang mati dan kedudukan anak
terputus oleh kedudukan orang tuanya sebagal ahli waris, dengan
pertimbangan ini Majelis menyatakan bahwa jual beli antara Saunan dengan
Tergugat || adalah sah secara hukum®;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebul adatah pertimba __ﬁran'ya
didasarkan kepada pendapat Majelis Hakim sendiri dan tidak e '
kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan |
didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan bukti surat ',rpn;r




oleh fl-"al'Fﬂgugati'PemtiarIﬂing dan termasuk mengenyampingkan hasil
Pemeriksaan ke Lokasi Objek Perkara dan Majelis Hakim sangat kefihatan
sekali memefamkan mata atas fakta-fakia hukum, sehingganya Majelis
Hakim berpendapat Tanah Objek Perkara bukaniah Pusaka Tinggi bagi
Saunan;
Bahwa Surat Bukti P73 dan T/1 yang merupakan Sural Keterangan Jual Bel
yang dibuat tanggal 1 Juli 1974, dimana Surat Keterangan Jual Beli tersebut
banyak ditemui cacat hukumnya yang fidak sesuai dengan kenyataan yang
sebenarnya atau fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti ;
Bahwa Saunan mengaku telah menerima uang tunai sebanyak
Rp. 150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dalam Surat Keterangan Jual
Bell tersebul akan telapi angka satunya ditulis dengan tangan bukan
dengan ketikan ;
- Bahwa dalam Surat Kelerangan Jual Bali lersebut tanah yang dijual oleh
Saunan berupa Tanah PeParak an yang berisi Kelapa, akan tetapl
berapa batang pohon kelapanya tidak ada dituliskan dan hanya titik-titik
saja (kosong), sementara berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang
ditampitkan oleh Penggugat/Pembanding dipersidangan bahwa pada
tahun 1974 di atas Tanah Objek Perkara ada Pohon Kelapa beberapa
batang yang sudah tinggi-tinggi :
Kemudian dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut ukuran Panjangnya
dituliskan dengan tulisan tangan atau tanpa ketikan yaitu 85 (ip pl ima
meter) dan lebarmya 221/2 (dua pl dua % meter), kemudian jika diukur
Panjang Tanah Objek Perkara seperti yang tertera dalam Sural
Keterangan Jual Beli tersebut, maka Panjangnya adalah 100 Meter ;
Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Bell tersebut diketahul oleh
Kerapatan Adat Nagari Amping Parak Yyang bernama MNarus. B.DLR.
Bagindo, sementara berdasarkan kelerangan Saksi Abd Rahman
DLSampono Batuah, Saksi Asrl Jamal selaku Tuo Mamak Jambak.
Saksi Sudin Dt. Rajo Bagampo menerangkan bahwa pada tahun 1874
yang jadi Ketua Kerapatan Adat Nagari Amping Parak bukanlah Narus.
B. Dt. R. Bagindo akan tetapi adalah Salim Bagindo lbrahim;
Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut juga diketahui ocleh

Esp:: Bagampo bahwa Tempus.DtR.Bagampa lidak bg i
Gelar Ot R, Bagampo dan yang berhak memakai Gdar}m T

i3
%,
Hal. 18 dari 19 hal. Pul. No.




terseb

o I:i g:dalah Saksi Sudin DtRajo Bagampo yaity dipakainya sejak

B 9 sampai tahun 2007 dan sejak tahun 2007 diserahkan kepada
menakan Saksi untuk memakai Gelar DtRajo Bagampo yaitu M.

Junaidi
naidi dan Tempus DLR Bagampo juga bukan sebagai Ketua Kerapatan
Adat Nagari Amping Parak ;
Kemudian Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974 tersobut
dihubungkan dengan Jawaban Tergugat/Terbanding bahwa batas
Sepadan Sebelah Barat dengan Tanah Kepunyaan Salba/Tanah Lapang,
dan bahkan ketika sidang Pemeriksaan Kelokasi Objek Perkara Tergugat
juga menyatakan Batas Tanah Objek Perkara sebelsh Barat yaitu
dengan Tanah Kepunyaan SaibaTanah Lapang, dengan demikian
Pandam Pekuburan Kaum Penggugat termasuk Objek Perkara menurut
Tergugat/Terbanding, sementara Tanah Objek Perkara yang dibell oleh
Tergugat Il panjangnya hanyalah 85 Meter, sehingganya secara hukum
semakin jelaslah bahwa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974
tersebut adalah tidak benar dan cacal hukum;
Jika Tanah Objek Perkara yang dibeli oleh Tergugat Il kepada Saunan
dengan batas sepadan sebelah Barat adalah dengan Tanah Kepunyaan
Saiba/Tanah Lapang, maka ukuran Panjang Tanah Objek Perkara
bukanlah seperti yang tertulis dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut
yaitu 85 Meter, akan tetapi adatah 100 Meter;,
Kemudian jika Tanah Objek Perkara batas Sepadan Sebelah Barat
adalah dengan Tanah Kepunyaan Saiba/Tanah Lapang, maka tidaklah
mungkin Saunan menjual Tanah yang ada Pekuburan Kaumnya, sebab
berdasarkan kelerangan Saksi-Saksi Penggugat sebelum tahun 1870 di
atas Tanah batas sepadan sebelah Barat dari Objek Perkara sudah ada
Pekuburan Kaum dari Penggugat dan bahkan Saunan meninggal dunia
dikubur di Tanah Batas Sepadan Sebelah Barat Objek Perkara (Tanah
yang dibeli cleh Tergugat Il menurut versi Tengugat),
Berdasarkan uraian tersebul di atas yang didasarkan kepada la:::m
B hu an
hukum yang terungkap dipersidangan, maka untuk tegaknya
; kepada Majelis Hakim Banding uniuk
keadilan, Pembanding mohon
I ok Perkara guna uniuk membukikan
elakukan pengukuran Tanah Objek
" | Beli tertanggal 1 Jul 1874 tersebut,
apakah benar Surat Keterangan Jua e
o amohon kepada Majelis HakiFh RGO~ .
Bahwa Pemohon Kasasi D (57 a3 o)
ukuran atas Tanah ﬂhi‘“: i 0 Wy
kiranya metakukan peng e
- kuran Panjang dan Lebar Tangh
menentukan apakah benar u __
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¥ang terdapat dajam Surat Keterangan tersebyt sesuai
1

S'Ebﬂl'larﬁlfa duﬂl:lilngan; dengan fakta yang
Mﬂﬂfmhangl bahwa ta
bempat: I’l‘tadﬂll Hrﬂﬂn'ﬂlﬂﬁ.ﬂﬂ tersabiut Mahkamah Aﬂl.l'ﬂg

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex
Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menarapkan hukum, putusannya telah tepat
dan benar, dengan pertimbangan sehagai berikut :

- Bahwa keberatan berisi perbedaan pendapal antara Penggugat dengan
Judex Facti mengenai pengertian harta pusaka tinggi kaum Penggugat,
sehingga bukan alasan kasas! sebagalmana dimaksud Undang-Undang
Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang digjukan cleh para
Pemohon Kasasi : LUKMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak -

Menimbang, bahwa cleh karena permohonan kasasi dari para Pemahon
Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. § Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serla peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan |

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. LUKMAN,
2. JAWANIS, 3. BAKHTIAR, 4. ROS, lersebut

Menghukum para Pemohon Kasasifpara Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000- (lima ratus riby

rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 oleh Dr.HAbdurrahman, S.H. M.H.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.MHum, dan H. EW‘HE'“"‘L
L3 T

S H.LLM.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan gt
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ket







